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75 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINS.I R I AU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR D\ /RI/Set/HK.01.00/1/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang - a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pen_gelolaaq
Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan teruqtegraSI
di Lingkungan Bawaslu, diperlukan tim pengelola yang dibentuk
dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Tim
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398),
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Memperhatikan :

10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringzn
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82),

Peraluran Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tatz Kerz
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilinan umurn_
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dzn
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2
Tahun 2019 tentang Standar Pengelolazn Dokumen dan
Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 692);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tzhun
2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 'Hukum di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Beritz Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1156);

Peratluran Badan Pengawas Pemilihan Umurn Nomor 21 Tahun
2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomcr 70);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tzhun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderzl
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tzahun
2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1147);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tzahun
2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20).

Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
27/Bawaslu/SJ/HK.01.00/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang
Penunjukan Penanggung Jawab dan Pengelola JDIH Bawaslu
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN Ti
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan
susunan sebagai berikut :
I.  Penanggung Jawab : Rizki Kurniawan
II.  Anggota : 1. Aditya Pradana

2. M. Andi Susilawan

Pelaksanaan tugas sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dilakukan selama Tahun Anggaran 2020.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan
tugas dan fungsi berpedoman pada Standardisasi Pengelolaan
Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran
2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal <4 Januari 2020

KEPALA SERRETARIAT,
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